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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di 

lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berpedoman pada Peraturan Kepala 

Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip yang 

merupakan pelaksanaan Pasal 32 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan; 

b. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan arsip 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah 

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
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namun belum mengakomodir seluruh fungsi yang ada di 

unit kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dan belum menyesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu 

diganti;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tentang Klasifikasi Arsip Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 103);  

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KLASIFIKASI ARSIP 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara 

berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas  

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak menjadi beberapa kategori unit 

informasi kearsipan. 

3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

4. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal 

suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu 

menyusun tata letak identitas Arsip. 

5. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

Arsip di lingkungannya. 

6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada 

pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi 

kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan Arsip 

dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung 

oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta 

sumber daya lainnya. 
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7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen 

PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak.  

 

Pasal 2 

Klasifikasi Arsip Kemen PPPA dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi Unit Pengolah dan Unit Kearsipan dalam melakukan 

pengelolaan Arsip Dinamis yang efektif dan efisien di 

lingkungan Kemen PPPA. 

 

Pasal 3 

Penyusunan Klasifikasi Arsip Kemen PPPA bertujuan agar 

dalam melakukan pemberkasan, penyimpanan, dan 

penemuan kembali Arsip serta penyusutannya berjalan sesuai 

dengan mekanisme pengelolaan Arsip yang efektif dan efisien. 

 

Pasal 4 

(1)  Klasifikasi Arsip Kemen PPPA terdiri atas: 

a. fasilitatif; dan 

b. substantif. 

(2) Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdiri atas: 

a. perencanaan; 

b. kerja sama lembaga; 

c. hukum; 

d. organisasi dan ketatalaksanaan; 

e. hubungan masyarakat; 

f. tata usaha; 

g. kearsipan; 

h. kepustakaan; 

i. kepegawaian; 

j. keuangan; 

k. perlengkapan; 

l. kerumahtanggaan; 

m. pengawasan; dan 
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n. data dan teknologi informasi. 

 (3)  Klasifikasi Arsip substantif terdiri atas: 

a. kesetaraan gender; 

b. perlindungan hak perempuan; 

c. perlindungan anak; 

d. tumbuh kembang anak; 

e. partisipasi masyarakat; 

f. kajian tentang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; dan 

g. pengaduan masyarakat. 

 

Pasal 5 

(1) Klasifikasi Arsip Kemen PPPA menggunakan Kode  

Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan 

angka. 

(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi tanda pengenal urusan dan berfungsi sebagai 

dasar pemberkasan dan penataan Arsip di lingkungan 

Kemen PPPA. 

(3) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 846), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal  7 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

 

 


